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PEMERINTAH PROVTNSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkar{oran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka B€litung

Jl. Pulau Bangka Kel.Air ltam Pangkalpinang, 33148 Telp 071 7 - 439302 Fax 0717 - 4315'13

SIJRAT PERINTAII KERJA (SHO

SAruAN KXRJA : DINAS KELAUTAN DAN PENKANAN
PROVINSI KEruI.AUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR DAN TANGGAL SPK :

NOMOR: 5% / ILLS /BANGSAL/BPI.AL/ DKP / 2O2O

TANGGAL: 07 SEPTEMBER 2020

NAMA PENGGI.JNAJASA

Nama
NIP

Jabatan

: ESMET ARYANTO, S.Pi

:19670714 1997037OO2
: Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di : Komplek Perkantoran dan
Pemukiman TerPadu PemProv. KeP.
Babel 11. htlau Bangka Kel.Air Itam
PangkalPinang,33748

yang berlindak unfirk dan atas narna Dinas Kelautan Dan
Peikanan Provinsi Kepulauan Bang$a Belitung berdasatkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Peikanan
Provinsi Kepulauan Bangla Belitung Selaku Pengguna
Anggaran Nomor 188.4/11-61/DY\P/ 2020 tanpl 28
lebn;zri 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen Pada Kegiatan APBD Dinas Kelautan Dan
Peikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
AngtAlAn 2020, *lanjutnya disebut 'Pengguna JavD,
dengan:

NAMA PETiTYEDIA

Nama : MAKMUR
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Dsn PadanS II RT.O11I005 Desa

Padang Kec. Manqgar, Belitung
Timur

Akta Notaris : 04
Nomor
Tanggal : 77 Maret 2077
Notaris : MXRY, SH., MKn

yang bertindak untuk dan atas nama CY. SATYA selanjutnya
disebut aPenyedia'.

PAKETPENGADMN:
BELAIVAMODAL PENGADMN

KONTRI,JKSI BANGSAL BEMH DI
I.]PM BALAI PEMULIAAN IKAN (AIR

LAI.TD

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADMN LANGSUNG:
523 / 7 17 5 /B ANGSAL/BPI.AL/ DKP / 2O2O

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADMN LANGSUNG:
31 AGUSTUS 2O2O

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:

O5IPL.BANGSAL /BPI, AL/DKP / 2O2O

TANGGAT BERITA ACAM HASIL PENGADMN LANGSUNG:

04 SEPTEMBER 2O2O



SUMBER DANA: Dibebankan atas DPA APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitnng Tahun Anggaran 2020 Ke$atan Peningfutan Produksi LrPm Balai Pemuliaan Il@n
(Air Iaut) dengan Nomor DPA: 3.01.01.08.06.5.2 dengan Kode Rekening : 3.01.3.0I.01.08.06.
5.2.3.26.01, dan dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan dinyatakan telah mencapai 1000,6

dan di|srima denganbak danlengkap oleh Pihak Pertama.

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 6O (enam puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai
Ke4a ya,ng tercantum dalam SPMK sampai denganTanggal Penyerahan Pertama Pekeqaan.

MASA PEMELIIIARAAN PEKERJAAN: 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal
Penyeruhan Pertama Peker'1aan sampai denganTanggal Penyerahan Akhir Pekeqaan.

JEMS KONTRAK KONTMK LUMSUM

DOKUMEN KONTRAK
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika teryadi pefientangan antara
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentaan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku
adalahketentuan dalam dolanmen yang lebih tinggi berdasarkan unttan hierarki sebagai berikut:

a. Adendam Surat Perintah KerjalSPK (apabila ada);
b. SaratPe1anjian;
c. Sl.l,tatPenawaran;
d. Syarat-Syarat Umum SPK;

gambar -gambar 1

spesifikasi tekrais;
Daftar Kehnran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
Dokumen lainrrya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barangfiasa, ladwal Pelaksanaan
Peke4aan, jaminan-jaminan, Beita Acara Rapat Persiapan Pelaksan aan Kontt ak

e.
f.

8.
h.

TIARGA KONTRAK
Harga Kontrak temasuk Pajak Pertambahan Nitai (PPM adalah sebemr Rp. 84.771.OOO,- (Delapan
puhth empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupieh) yang diperoleh betdasarkan tolal hag
Wnawaran terkoreksi anlmank sebagaimana tetuantu;m dalam Daftzr" Kehtaran dan Harga hasil
negosiasi dan koreksi aritmatik.

SISTI,M PEMBAYAMN
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK SUMSEL BABEL CABANG MANGGAR rekening
nomor: 163-01-O3915 atas nama Penyedia : MAKMUR (Direktur Cv. SATYA).

Pembayarun preslasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.

BESARAN UANG MUKA
Kontrak ini tidak drbeikan uang muka.

FASIIJTAS
Pengg:mra Jasa tidak memberikan fasilitas kepada Penyedia.

Untuk dan atas nama

NrP.19670714 799703 1 002

Dinas Kelautan dan Peikanan
Untuk dan atas nama

Penyedia
CV. SATYA

TYA
TIMUP

MAKMIJR
Direktur



SYARATUMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
ienye1a yang dlt tnjuk berkewajiban untuk meny-elesaikan pekerjaan dalam jangS'a Yakiu.yft
aiteirtutan se"suai dingan voltxne, gambar, spesifikasi teknis dan hatga yang tercantum dalam

SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interptetasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYAI.AHGUNAAN WEWENANG

SERTA PENIruAN
Berdasarkan etika pengadaanbarung/ jasa pmeintah,paru pihak dllarung untuk ..
a. menawarkan, *er.E i*u atau i6nianl an untuk memberi 

^tau 
menerjlfia hadiah atau

imbalan beripa apa saja ata.a melaiullo'n tindakan lainnya untak mempngaruhi siapaptm

yang diketahui atau patttt dapal diduga
b. mendorong terladinya petsaingan adak
c, mefibnat Zanl atau- minyam{aikan seca 

an SpK ini; 
ta:u keterangan lain

d li#'#Hi'"ffiiil?f?*f?#m,;
tindakan yang dilarang pada pasal di atas;

e. penyedia-yaig."rrorirf penrlaian Penpq:llra Jasa lerbulti melakukan larangan-larangan di
atai aapit {ikenakan sanksi-sanksi tdministratif oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan

per atur an- Pe rundangan;
f. penggana ju* yang terlibat d,lam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan

ketentuan peratstan perundang-tndangan;

HARGA KONTRAK
a. Paiak, asuransi (aPabila

n biaya peneraPan SMKK.

b. dalam Daftat Keluatan dan

Harga.

UANG MUKA
a. l)anl muka dtbayar untuk membiayai mobilisasi wralatan/tenaSa kerja konstruksi,

p" \uyurun uang tanda jadi kepada pemasok bahan/mateial dan/ atat untuk persiapan

teknis lain;
b. Untuk usaira ke cil, uang m*a dapat dibeikan paling tinggi 3Oo/o (tiga pulrth prseratus) dari

Harga P ekeqaan Konstruksi ;

c. Dalim hal" dibeikan uang m.,'ka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan

pengambilan uang muka seiara tertulis kepada Penggtna Jasa disettai dengan tencana
p"iggunuun uaig mr,;"a untuk melaksan akan peke4aan sesuai SPK dan rencana

pengembaliannYal
d. b"sa-"rat aang'mr1*a ditentukan dalam SPK dan drbayar setelah Penyedia menyerahkan

.laminan Uang Muka paling sedikit sebesar

.. 'tuluru u..tutritry a )aminaiUang Muka pa p.tttllJt4'. pemberian

,-"j *"t" *mpai dengan ianggal ie aan (Provisional Hand

Over/PHO);

4 I



6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekefiaan *suai dengan harga

dan ketentuan yang telah dite1apkan dalam SPK;
b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam benhrk sarana dan prasarana dari Pengguna

Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Penggona

Jasp|'
d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyeruhkan pekerjaan sesuai

dengan jadwal pelaksanaan peke rlaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekeqaan secara cerrnat, akurat

dan pnuh tantgung jawab dengan menyediakan tenaga keqa, bahan-bahan, peralatan,
angkata;n ke atau dari lapangan, dan *gala pekeqaan Wrmanen maupun sementara yant
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekegaan yang dirinci dalam
SPK;

f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PenStuna Jasa;

g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangla memberi
perlindungan kepada setiap orung yang beruda di tempat kerla maupun masyarakat dan
lingkungan sekitar yang brhubungan dengan pemindahan bahan bak:t, pengtnaan
pralatan kerla konstruksi dan proses produksi;

h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Penggqn Jasa/Pengawas
Peke{aan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna lasa/Pengawas Pekerjaan
dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNAJASA
a. Pengtna Jasa berhak mengawasi dan memeriksa pekeqaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia;
b. Pengguna Jasa berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pke4aan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. Pengg:ona Jasa berhak menerima hasil peke{aan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan

dan ketentaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
d. Pengguna Jasa berkewajiban membayar pkerlaan sesuai dengan harga yang tercantum

dalam SPK yang telah ditetapkan ke pada Penyedia;
e. PenSSuna Jasa berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasara,na yan9

dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerlaan sesuai ketentuan SPK;

dan
f. Penggtxa Jasa berkewajlban menilai kinerja Penyedia.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pangutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

9. PENGAIIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a. Penyedia dilarang unh-rk mengalihkan dan/ ata:u mensubkontrakkan sebagian atau seluruh

pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantran nama
penyedia, baik sebagai aktbat peleburan (mergefl atau akibat lainnya.

b. Jika ketentuan di atas dllangar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan
Penyedia dikenakan sanksi.

10. MASA PELAKSANMN KONTRAK
a. SPK ini berlaku efeldtt pada tanggal penandatanganan oleh paa pihak sampai dengan sampai

dengan Tangal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang
terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

b. Masa Pelaksanaan dihitung *jak Tangal Mulai Kerja yang tercanhrm dalam SPMK sampai
dengan Tangal Penyerahan Pertama Pekeqaan;

c. Masa Pemeliharuan dihiamg sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan vmpai dengan
T anggal P eny er ahan Akhir Pekerjaan;



d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbiikannya SPMK
peke4aan, Pengguna lasa Lrutsv,ma dengan Penyedia, unsur Wrancangan, dan unsur
pengawasan,harus sudah menyelen ggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;

e, Hasll rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Beita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak;

f. Pada tahap awal pelaksnaan kontrak, Pengguna Jasn dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama
dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detall terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Keqa Konstruksi, dan Perulatan
Utama (Mutual Check O%);

g. Hasil pemeril<saan bersama ditaangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengahxan/pmerikaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum SPK;

h. Penyedia harus menyelesaikan pekerlaan ses;ai jadwal yang ditentukan;
i. Apabila penyedia ndak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar

pngendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa,
maka Pengguna Jasa dapat melakukan pnjadwalan kembali pelaksanaan tuSas penyedia
dengan adendum SPK.

11. PENGENDALIANWAKTU
a. Kecuali SPK diputuskan leblh awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan
pekerlaan palinglambat *.lama Masa Pelak*naan yang dinyatakan dalam SPK;

b. Apablla Penyedia berpen dapat tidak dapat menyelesaikan pekeqaan sesuai Masa Pelaksanaan
karena di \nr pengendali^nnya yan9 dapat dibaktlkan demikian, dan Penyedia telah
melaporkan kejadian tersebut kepada Pen1guina Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat
disetujui PenSguna Jasa, maka Penggana Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum
SPK;

c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan l<ahar alav
Peristiwa Kompensasi ata:o ka:rcna kesalahan atat kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.

1 2. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJMN
a. Apablla Penyedia terlambat melaksanakan Wkeiaan sesuai jadwal, maka Penggana Jasa

harus memberikan peringatan secara terhrlis atau dikenakan ketentuan tentanS kontrak
kritis;

b. Konhak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar lOo/o dai
rencana;

c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan npat pembuktian (show cause
meefi nglSCM) sebagai berikut:
l) Pada saat Kontrak dinyatakan laitis, Pengawas Pekerjaan memberikan penngatan *cara

tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembulttian (SCM)

Tahap l.
2) Dalam SCM Tahap I, PenSSuna Jasa, Pentawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode
waktu tertentu (uji coba peftama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

3) Apabila Penyedia gagal pada :uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat
Penn4atan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang han;.s dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji cobakedua) yang dihsangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pentguna Jasa menerbitkan Surat
Peirngatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas
dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harws dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji coba ketiga) yang difisangkan dalamBenta Acara SCM Tahap III.

5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat
Peingatan Kontrak Kritis III dan Penggun a Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak
secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 7266 dan 1267 Ktab Undang-Undang
Hukum Perdata.



6) Apablla luji coba berhasil, namun Wkedaan selanjutnya Kontrak
kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

13. PEMBERIAN KESEMPATAN
PenSguna Jasa berwenang melakukan penSawasan dan pemeriksaan terhadap p.laksanaan
pekerlaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apablla diperlukan, Pengguna Jasa dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemerilsaan atas
sr,mua Wlaksana n Wke$aan yang dilaksanakan oleh penyedia.
a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerlaan sampai Masa Pelaksanaan

beratrhir, namun Pengguna Jasa menllai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
PenSguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
Wkeiaani

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesalkan pekerlaan dimuat dalam
adendum SPK yang didalamnya menSatur:
1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian Wkeiaan;
2) pe.ngenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerlaan dengan diikuti Wntenaan
denda keterlambatan;

d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan peke1aan dilaksanakan
dengan ketentuan:
7) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2) palinrlama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

14. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a. Apablla dipersyaratkan, pnyedia wajib menyediakan perlindungan bag tenaga keqa

konstruksi nya, minimal berupa BPJS KetenaSakerjun;
b. Besarnya perlindungan bags tenaBa kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan

termasuk dalam harga Kontrak.

15. PERLINDUNGAN PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung lanpa batas

PenSguna Jasa beerta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggang jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gtgatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PenSguna Jasa beft,fta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat
Pengguna Jasa) sehubunSan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Ke$^ sampai denganTanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

1) kehilangan atau kerusakan Wralatan dan hafiz benda Penyedia, dan tenaga ke4a
konstruksi;

2) cidera tabuh, sakit atau kemati an tenaga kerla konstruksi;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cideru tubuh, sakit atau kematian pihak

kenga;
b. Terhihrng sejak Tangal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Peke4aan,

semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil peke{aan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atar kelalaian Pengsuna Jasa;

c. PenanSSunSan asuransi yanS dimiliki oleh Penyedia ttdak membatasi kewajiban
wnanggungan dalam pasal ini;

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yanS menyatu dengan hasil
pekerjaan sejak Tanggal Mulai Ke{a sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerlaan
harus diganti atau diprbalkt oleh Penyedia atas tan1gungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi 

^ktb^t 
tinda,kan ataukelalaian Penyedia.

16. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a. PenggLtna Jasa berwenang melakukan pengawasan d,an pemeAksaan terhadap pelaksanaan

pekeqaan yanS dilakunakan oleh penyedia. Apablla diperlukan, Penggtna Jasa dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksana an pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;



b, PenggUra Jasa membeitahukan secara terhrlis penyedia atas setiap cacat mvt17 yanr
ditefrukan. peng',)na Jasa dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan

"' n dalam Pembeitahuan;
d. dalam jang$a waktu yang ditentukan maka

untuk mengganti biaya pefuaikan terseb
biaya dengan memotong pemb ayatan atas t
uang retensi atau pencairan Jaminan Pe

peigantian akan diperhitungkan *bagai utang Penyedia kepada Penggma Jasa yang telah

e. m engenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan -6'tbalkan
n mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melalaanakan

perbalkan cacal mutlr;
f. jangka waktu perbalkan akibal Calat Mutu palinglambat adalah 74 hari &telah diteimanya

pmbeitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

17. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.

b.

lain yangberkenaan dengan pelaksanaan
c. lAryran kemajuan hasil pekerlaan dap

dengankebttahanl
d. ilh;k i"ekam i"glutun plaksanaan pekerjaan konstruksi,. Penryln? Jasa .dan Penyedil

membuat foto-foto d'okumentasi dan vidio peiaksanaan pekeqaan di lokasi pekerjaan sesuai

kebutuhan;
e. Lapo1,3n kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh PenSawas Peke$aan,

dan disetujui oleh PengganaJasa/ pihak Per a Jasa.

16. SEMH TERIMA PEKERJMN
a. Setelah peke4aan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentaan yang tet1uant

arU* Si,r, plnyedia mengajukan permiritaan secara tertulis kepada Pengttna Jasa untuk

serah terima Pertama Peketlaan;
A. iiigi"i iuiu ^" "intulrkun 

i.r,gu*ur Pekeqaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap

hasll pekerlaan;
c. pemeiltsaar, ditakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriterialspesifikasi

d. 
";?:;
untuk

". 
k"tentuzn YanS tercanhrm
Berila Acaru Serah Terima

Pertama Pekenaan:
puluh lima persen) dari Hatga Kontrak,
retensi selama masa pemellhataan, at^v
rsen) dari HarSa Kontrak dan Penyedia
5o/o (lima persr-n) dan Hatga Kontrak'



19. MASA PEMELIHARAAN DAN SEMH TERIMA AKHIR PEKERJMN
a. Penyedia wajlb memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap

seperti pada saat penyerahan perlama pekeryaan;
b. lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan Wrminta.an secara tertulis

kepada Penggrl:.a Jasa unhrk penyeruhan akhir pekerjaan;
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekegaan, Penyedia telah melaksanakan semua

kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Beit^ Acara
Serah Terima Akhir Peke{aan;

e. Pengguna lav, wajib melakukan Wrnbayaran sisa HarSa Kontrak yang belum dibayar atau
menSembalikan Jaminan Pemeliharaanl

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pernellharuan seba1aimana mestinya, maka
SPK dapat diputuskan sepihak oleh Penggfia Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Wr at1fi an perundanganl

g. Seielah pnandatanganan Beriia Acara Serah Terima Akhir Pekeqaan, Pengguna Jasa
menyerahkan hasil peke{aan kepada PAIKPA.

PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Pentbahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diaktbatkan
bebdrapa hal berikui meliputi:
7) wrubahan wke4aan;
2) perttbahan Harta Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/ at 1Masa Pelaksanaan;
4) perubahan SPK yang dix,babkan masalah adminisfrasi.

c. Unhrk kepentingan pntbahan SPK, Pengguna Jasa d^pat meminta pftimbangan dari
Pengawas Pekerjaan.

PERUBAHAN PEKERJAAN
a. Dalam hal terdapat perkdaan antara kondisi lapangan pada saat pe.laksanaan dengan

gambar dan/ atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pengguna Jasa
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan peke4aanryang meliputi:
7) menambah ataru mengurangi volume yang tercanfi;m dalam Kontrak;
2) menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan / pekeqaan;
3) mengabah spesifikasi teknis dan/ atau gambar pekerlaan; dan/ atau
4\ mengabah jadwal pelaksanaan pekerlaan.

b. Dalam hal tidak terladi penfuahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huni a
diatas namun ada peintah perubahan dai Penggtna Jasa, PenSSuna Jasa bercama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerlaan yang meliEtti:
7) menambah dan/ atau mengwangi jenis kegiatan /peke4aan;
2) mengttbah spesifikasi teknis dan/ atau gambar pekeqaanl dan/ atau
3) mengtbah jadwal pelak*naan pekerjaan.

c. Perintah pentbahan peke4aan dibuat oleh PenSSuna Jasa secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;

d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Beita Acara sebagai dasar penyusunan adendum
SPK;

e. Dalamhal perubahan pekerlaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK

dilaksanakan dengan ketenfi)an penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 1O%
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

PERUBAHAN HARGA
a. Perubahan Harga Kontrak dapat diaktbatkan oleh perubahan pekerjaan dan/ atau Peristiwa

Kompensasi;
b. Apabila .tetdapat pe.rubahan pe.kerlaan, maka penentuan harga bant dilakukan dengan

neSosnsl;
c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

21.



25.

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
a. Pentbahan jadwal pelaksanaan peke1aan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekegaan;
2) perpanjangan Masa Pelaksanaanl dan/ atau
3) Peristiwa Kompensasi.

b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat dilor'rikan oleh Pengguna Jas atas perl.rmbangan yang
layak danwajar untuk hal-hal sebagai berikut:
7) Wrubahan peke4aan;
2) Peristiwa Kompensasil danlatau
3) Keadaan Kahar.

c. Masa Pelaksan aan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK
aktbat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
dan ketentuan padahurul b diatas;

d. Pen1glna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka
wakfu sestrai perttmbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jlka
Penyedia lalai untuk memberika n peingatan dini atas keterlambatan atau tidak dapatbekeqa
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatzn seperti ini tidak
dapat drjadlkan alasan untuk mem p.rpanjang Masa Pelaksanaan;

e. Penggtna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untukberapa lamal

f. Persetujuan pe.rubahan jadwal pelaksanaan d,an/ atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dih:o;ngkan dalam adendum SPK;

g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerlaan akan melampaui Masa
Pelaksnaan maka Penyedia berhak untuk meminta prpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. Pengana Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Peke4aan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harrrs
dilakukan melalui adendum SPK.

KEADMN KAHAR
a. Dalam hal teqadi keadaan kahar, Penggana Jasa atau Penyedia memberitahukan tentanS

terladinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

7) dalam wakhr paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadai atau
seharusnya menya dari atas kejadian atar te\adinya Keadaan Kahar;

2) menyertakanbukti Keadaan Kahar; dan
3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat

dan/ atau akan terhambat aktbat Keadaan l{ahar terwbut,
b, Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang

ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apablla telah
dilakukan sesuai pada hrruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan
kinerja pelaksan aa,n terhadap pekerlaan/bagian peke4aan yang terdampak dan/ atau akan
terdampak akibat dan Keadaan Kahar.

PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat dibe ikan kepadz Penyedia yaita:

1) Pengguna Jasa mengabah jadwal pekerlaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;

2) keterlanbatan pembayaran kepada Penyedia;
3) Penggtna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi d,an/ atau instruksi sesuai

j adw al y ang dlbtfiahkan;
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

5) Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerlaan; atau
6) Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya yang disbabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pngeluaran tzmbahan dan/ atau keterlambatan

penyelesaian pekerjaan maka Penguna Jasa berkewajiban untuk membayar gar'ltl rug1
dan/ atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaanl



penunjang dan perhifitngan kompensasi yang dta}ukan oleh Penyedia kepada Penggana Jasa,
dapat dibt:kl;kan kerugian nyata;

d. Peipanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberik'an jika berdasatkan data penwtjang
daipeihitingan kompensasi kepada Penggtna Jasa, dapat
dibuktikan perlunya tambaha nsasr;

e. Penyedia tihak berhak atas gantt ntgS da angan Mas Pelaksanaan jika
Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan WrinSatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dafi Wk Peristiwa Kompensasi.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilal<l/r.an karena te Kahar.
b. pem-utusan sPK dilakukan dengan terlebih erikan 3 (tiga) kali surat perinSatan

dai salah sata pihak ke pihak yang lain yang tindakan wanprestasil
c. Pemutusan Kontrak dapat dtlakukan oleh PPK atauPenyedia.
d. pemutusan SPK dilakukan sekurang- ktrangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah

Penggma Ja*/Penyedia menyampalkan pembeitahuan tencana Pemutasan SPK secara

tertulis kepada Penyedia / Penggana Jasa.
e. Dalam trai ditatukan pemutuian SPK oleh sal^h satu plhak maka Penggona Jas membayar

kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan y?1-Z te]+ diterima oleh
peiggana Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada) , serta P€nyedia

mefrerahian semua hasil pelaksanaan kepada Penggana Jav dan selafljutnya menjadi hak
milik Pengguna Jasa

f. Menyimping dai pasal 7266 dan 7267 Kitab tJndang-Undang Hukum Perdata,pemutusan

SPK melalui pembentahuan tertr;dis dapat dtlakutan apablla:
1) pengaia Jasa atau penyedia terbukii melakukan KKN, kecurantan dan/ atau pemalsuan

dalam pro*s pengadaan yang diprttus
2) pengaduan tintang penyimpa igan pr pelanggatan

p"r:*ingun sehat dalim 
-peliknnaan P n benar oleh

Instansi yang berwenangl
3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
4) Peiyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Wnandatanganan SPK;

5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
ei penyeaia lala il cidera janji dalam' melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

7) akan mamPu menYelesaikan
an sejak fiasa beral<hirr.ya

pelaksaraan peke{aan untuk menyelesaikan pekerlaan;
g) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan wkedaan sejak masa berakhirnya

dapat meny ele saikan Pekeq aan;

9) arrta 28 (dtn puluh delapan) hai kalender dan
lam jadwal pelaksanaan peke4aan serta tanpa

persetujuan pengaw a s Pkeqaanl
f O) ienyedia mengalt tun ietu"i h kontrak bukan dikarenakan pergantran namaPenyedial
11) a, PenSawas Pekeqaan memerintahkan

alr;u kelanittan pkegaan, dan peintah
) han kalender; atat

72) Pembayaran (SPP) untuk pembayaran
pakati.

g. Dal Masa Pelaksanaan katena kesalahan Penyedia

makai
I) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang Muka dica\tkan (apabila

diberikan);
2) penyedi batan (aqabila ada); dan
3) penyedi t^m-

h, Diam- hal pada Masa Pemellharaan karcna kesalahan Penyedia,

maka:.

c. Ganti rugq ak:bat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika betdanrkan data

l) penggana J^sa berhak untuk tid ak membayar retensi atau Jaminan Pemelihataan dicairkan

untul membiava i perbalkan / pemelihar a



2)
i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengg:una Jasa terlibat penympangan prosedur,

melakukan KKN danlatau pelangaran persain8an sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
makA PenpgLlna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan Wrabtran Wrandang-undangaryj. Pencairan jaminan *bagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas
Negara/Daerah;

k. Dalam hal terdapat nilai sisa pengg$naan uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemellharaan untuk membiayai pembiayaan/ pemellharaan maka Pengguna Jasa wajib
menyetorkan ke kas Negara / Daerah.

27. PEMBAYARAN
a. pembayafin prestasi hasil pekerjaan yang drsepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan

ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai I aporun kefiajuan hasil peke4aan;
2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang tel^h dicapai

dan diterima oleh Pengguna Jasa;
3) pembayaran dllakrkan terhadap p,kerlaan yang sudah ierpasant;
4) pembayarun dllakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
5) pembayarun hanrs memperhitungkan'.

i. angsuran uang mukal
ii. denda dan/ alau Banti ntti (apabila ada);
iii. pajak; dan/atau
iv. uang retensi.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan
Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Pengguna Ja u dan Penyedia;

c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban unhrk menyerahkankepada
Pen8awas Pekerjaan rincian perhitungan rulai tagihan teral,J:rir yang jatuh tempo. Pengguna

Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh PenSawas Peke4aan berkewajiban untuk
menerbitkan SPP untuk pembayaran taSihan angsuran terakhir paling lalll.bat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sej ak taghan dan dokumen Wnvnjang dinyatzkan leng$ap dan diterima oleh
Pengawas Pekerlaan;

d. Penggana Jasa dalam kurun wakfir 7 (tujuh) hari kerja setelah penSajuan pennintaan
pmbayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

e. aqbila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan antsuran, tidak akan menjadi alasan
unhrk menunda Wfibayarun. Pengg:una Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan
perhituntan prestasi sementar^ dengan mengesampingkan hal'hal yan9 *dang menjadi
perselisihan;

f. Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap anSsuran prestasi pekerjaan
Penyedia jika Penyedia BaB l atan lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui
pemberitahuan tertulis.

DENDA DAN GANTI RUGI
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dlkenakan kepada Penyedia, antara lain: denda

keterlambatan dalam pe,nyelesaian pelaksanaan pekeqaan, denda keterlambatan dzlam
perbaikfun Cacat Mutu';

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dlkenakan kepada Penggana Jasa maupw
Penyedia karena te4adinya cidera janjilwanprestasi. Besarnya sanksi ganti rug1 adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedi a atas keteiambatan
penyelesaian pekerlaan adalah I Too (satu per seribu) daiHarga Kontrak (sebelum PPN);

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan aktbat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan
adalah | / IOOO (satu per seribu) dari biaya perbaik^n cacat mu;tr;

e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dlbayar oleh Pengguna Jasa
atas keteflambatan pembayaran adalah seksar bunga dari. nilai tagihan yang terlambat
dibaya4berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, sepanj ang telah diputlskan oleh lembaga yang berwenang;



adendum SPK;
g. Pembayarun janti rugi dilakukan oleh Pengguna Jav, apabila Penyedia telah mengajukan

ta$han disr:rtai perhifrmgan dan da6-data.

29. PEI{YELESAIAN PERSEUSIHAN
Pengswa lasa dan penyedia berkewajiban luntuk berupaya 

,t#X%1ffiffi|
an pekeqaan Jika
persel isihan at<an


